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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh banyak perempuan 

semakin menjalar dan sangatlah beragam, salah satunya adalah diskriminasi atau 

ketidakadilan. Terlihat masih sangat jelas perempuan menerima perlakuan tidak adil, 

ketidakadilan yang dialami oleh para perempuan termasuk bagi para perempuan pekerja 

seks. Sebutan “pekerja seks“ digunakan untuk mereka yang memperjual atau 

memperdagangkan seks di atas umur 18 tahun. Isu ini telah mewabah di setiap negara dan 

budaya, salah satunya negara Jerman. Pasca terjadinya Perang Dunia I, kerusakan akibat 

perang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan untuk memperoleh 

pekerjaan di rumah bordil (Gross, 2017). Sejak dulu, hak-hak pekerja seks perempuan berada 

pada kondisi yang buruk. Pekerja seks perempuan terdegradasi secara sosial, politik, maupun 

ekonomi. Secara sosial, pekerja seks perempuan dipandang negatif oleh masyarakat karena 

menjalankan bisnis asusila.  

Secara politik, pekerja seks perempuan tidak dapat mendaftarkan diri untuk 

memperoleh jaminan sosial apalagi tunjangan pengangguran. Kemudian, secara ekonomi, 

pekerja seks perempuan tidak dapat menggugat pelanggan atau kliennya atas biaya yang 

telah disepakati di pengadilan apabila pelanggan tidak mau membayar jasanya (Muntermann 

& Tobias Aufmkolk, 2018). Pekerja seks perempuan juga sangat rentan untuk menjadi 

korban kekerasan dan perdagangan manusia untuk dieksploitasi secara seksual. Melansir 

dari (UNODC, n.d), perdagangan manusia diartikan sebagai suatu bentuk dalam tindak 

kejahatan yang dilakukan terhadap manusia melalui sejumlah cara diantaranya merekrut, 

mengangkut, memindahkan, menerima seseorang disertai tindak kekerasan, pemaksaan, 

maupun tindakan jahat lainnya dengan tujuan mengeksploitasi korban.  
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Hal  ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena melukai harkat dan 

martabat manusia. Dikatakan sebagai tindakan kejahatan pelanggaran HAM berat 

dikarenakan terdapat unsur-unsur berupa eksploitasi, kekerasan, bahkan kerja paksa. Hak-

hak perempuan dirampas, padahal hak tersebut perlu mendapatkan perlindungan dan 

jaminan atas haknya agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Perempuan yang pada 

hakikatnya adalah manusia yang berhak mendapatkan kebebasan, merdeka, dan memiliki 

kedudukan yang sederajat dengan manusia lainnya yang tidak seharusnya mendapat 

perlakuan tidak selayaknya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari 

United Nations Office Drugs and Crime (UNODC), sebagai berikut: 

Grafik 1.1. Jumlah Pekerja Seks Perempuan yang Menjadi Korban Perdagangan 

Manusia 

 

Sumber: Diolah dari United Nations Office Drugs and Crime (UNODC) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari UNODC tahun 2017 sampai 2020 terlihat 

bahwasanya pekerja seks perempuan terus menjadi korban dari perdagangan manusia di 

Jerman. Pada tahun 2017 terdapat 414 kasus, tahun  2018 terdapat 336 kasus, tahun 2019 

terdapat 346 kasus,  dan terakhir tahun 2020 terdapat 307 kasus. Jika dilihat dari grafik di 

atas, kasus perdagangan manusia yang dialami para pekerja seks perempuan mengalami 
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penurunan. Pekerja seks perempuan tersebut tidak hanya berasal dari negara Jerman itu 

sendiri, namun ada juga yang berasal dari negara Rumania dan Bulgaria. Pada akhir tahun 

2020, Kantor Statistik Federal Jerman mencatat jumlah pekerja seks perempuan yang berasal 

dari Rumania sebanyak 8.800 orang dan pekerja seks perempuan dari Hungaria sebanyak 

1.800 orang (AP News, 2021). Akan tetapi, jika dilihat dari grafik di atas, kasus perdagangan 

manusia yang dialami para pekerja seks perempuan mengalami penurunan.  

Grafik 1.2. Jumlah Kasus Pekerja Seks Perempuan yang Mengalami Kekerasan 

Seksual 

 

Sumber: Diolah dari Bundeskriminalamt (BKA) 

Melansir dari (Bundeskriminalamt, 2021) atau The Federal Criminal Police Office 

tahun 2017 sampai tahun 2020 memperlihatkan bahwasanya tingkat pekerja seks perempuan 

yang mengalami kekerasan seksual semakin menurun. Pada tahun 2017 tercatat 489 kasus, 

tahun 2018 tercatat 430 kasus, tahun 2019 tercatat 427 kasus, dan tahun 2020 tercatat 406 

kasus, baik itu yang diterima dari pelaku yang tidak dikenal maupun dikenal. Hal ini 

tentunya tetap menimbulkan kerugian bagi pekerja seks perempuan di Jerman. Meskipun 

grafik di atas mengalami penurunan di setiap tahunnya, hal ini tetap menjadi permasalahan 
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dan telah memotivasi perempuan untuk semakin menyuarakan HAM dalam upaya 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan korban perdagangan manusia yang kian 

merenggut haknya.  

Jerman secara resmi melegalkan perdagangan seks pada tanggal 1 Januari 2002, 

perdagangan seks yang dilakukan oleh perempuan telah diakui sebagai profesi seperti profesi 

lainnya. Selama 20 tahun terakhir pekerja seks perempuan asal Jerman diperkirakan 

mencapai 400.000 orang (Ignatzi Christian, 2013). Negara tersebut telah dikenal sebagai 

pusat bordil Eropa karena memiliki lebih dari 3.000 rumah bordil di seluruh penjuru negeri, 

bahkan pekerja seks perempuan di Jerman mampu menghasilkan £11 miliar setiap tahunnya 

(Bindel Julie, 2022). Sebelumnya, Pemerintah Jerman telah meratifikasi CEDAW tepatnya 

pada tanggal 10 Juli 1985, dengan tujuan untuk melindungi dan tidak memperlakukan secara 

khusus hak-hak perempuan maupun laki-laki di seluruh aspek kehidupan (United Nations, 

n.d).  

Deklarasi Universal HAM diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu Deklarasi yang menetapkan tentang 

hak asasi fundamental, dimana HAM harus diberikan perlindungan secara universal yang 

memuat beberapa pasal diantaranya, sebagai berikut: 

a. Hak atas kemerdekaan, bermartabat dan memiliki hak yang sama 

Pasal 1 Deklarasi HAM menyatakan bahwasanya setiap manusia termasuk 

perempuan terlahir dengan merdeka, memiliki martabat, dan memiliki hak-hak yang sama. 

Mereka dianugerahkan akal, hati nurani, serta sepatutnya menjalin tali persaudaraan. 

b. Hak atas kebebasan 

Pasal 2 Deklarasi HAM menyatakan bahwasanya setiap manusia memiliki hak atas 

kebebasan tanpa terkecuali, baik itu secara kedudukan, ras, jenis kelamin, warna kulit, 

bahasa, kebangsaan, pendapat, ataupun politik. 
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c. Hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi 

Pasal 7 Deklarasi HAM menyatakan bahwasanya setiap manusia memiliki hak yang 

sama di depan hukum dan memiliki hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya 

diskriminasi dalam bentuk apapun dan bertentangan dengan pernyataan dalam pasal ini 

(OHCHR, 1948).  

HAM memiliki prinsip-prinsip yaitu, sebagai berikut: universal, tak terengutkan 

(inalienable), tak terpisahkan (indivisibility), kesetaraan (equality), saling bergantungan 

(interdependency), serta tanggung jawab (responsibility). Dalam pelaksanaannya diperlukan 

instrumen untuk memperkuat, mengikat, dan menyelesaikan permasalahan HAM seperti 

Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW) 

atau Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita. CEDAW diadopsi oleh 

Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan diberlakukan pada tanggal 3 

September 1981. CEDAW menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang secara 

nyata menitikberatkan pada kehormatan dan kepatuhan terhadap hak asasi perempuan. 

Selain itu, CEDAW juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan 

memerangi segala bentuk kekerasan maupun perdagangan manusia yang dihadapi selama 

keberlangsungan kehidupan perempuan.  

Hak asasi perempuan yang menjadi entitas dari CEDAW ialah hak-hak perempuan 

yang terdapat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Adapun tiga prinsip utama yang 

terkandung dalam CEDAW yaitu, kesetaraan substantif, non diskriminasi, serta kewajiban 

bagi negara yang meratifikasi konvensi tersebut. CEDAW memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mengusung isu perempuan ke dalam fokus masalah HAM. Bermula dari 

tujuan PBB yang menekankan hak dasar dari setiap manusia, hak yang setara antara laki-

laki, dan perempuan. Dalam hal ini, menggambarkan arti kesetaraan serta bagaimana 

kesetaraan tersebut dapat dicapai (UN Women, n.d).  
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CEDAW bukan hanya sekedar undang-undang (UU) internasional yang mengulas 

tentang hak asasi perempuan, namun juga yang menjadi dasar perilaku hingga tindakan 

negara dalam menjamin hak asasi perempuan tersebut. Umumnya, CEDAW tidak 

memberikan penanganan secara spesifik terhadap pekerja seks dan hak-haknya, namun 

melalui article 6 dinyatakan bahwa “Setiap negara anggota harus mengambil semua tindakan 

yang sesuai termasuk UU untuk mengatasi semua bentuk perdagangan perempuan dan 

eksploitasi perempuan”. Akan tetapi, CEDAW berlaku secara aktif dalam mengklaim 

sebuah perjanjian HAM guna memberikan perlindungan terhadap pekerja seks perempuan. 

Adapun International Women’s Rights Action Watch Asian Pacific (IWRAW AP) dan 

Global Network of Sex Work Project (NSWP) yang memberikan dukungan terhadap negara 

untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi perempuan di bawah CEDAW, 

keduanya juga melakukan kerjasama dalam membentuk sebuah kerangka kerja hak pekerja 

seks berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dimuat oleh CEDAW melalui sebuah kerangka 

ilmiah yang berjudul “Framework on Rights of Sex Workers and CEDAW”. Dalam kerangka 

ilmiah tersebut memuat kerangka hak pekerja seks (IWRAW AP, 2017), sebagai berikut:  

a. Hak atas perlindungan yang setara dan kebebasan dari diskriminasi (equal protection 

of the law and non-discrimination) 

Article 1-5 CEDAW secara umum membahas terkait perlindungan yang sama. 

Selanjutnya, pada article 2 secara khusus memuat bahwasanya setiap negara memiliki 

kewajiban untuk mengambil semua keputusan maupun tindakan yang tepat guna 

mengadopsi UU yang memberikan larangan untuk melakukan diskriminasi terhadap gender 

serta menuntut untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Hal yang dimaksud 

juga termasuk tanggung jawab dari pemerintah negara agar dapat memastikan bahwasanya 

perempuan tidak didiskriminasi oleh setiap individu maupun kelompok. 
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Pekerja seks perempuan sangat rentan mengalami kekerasan seperti kekerasan 

berbasis gender, eksploitasi, pemaksaan layanan seksual, dan pemerkosaan yang disebabkan 

oleh status, identitas, ataupun profesinya. Ada juga pekerja seks perempuan yang mengalami 

diskriminasi dalam mengakses layanan publik, maka dari itu pekerja seks perempuan juga 

berhak memperoleh perlindungan yang sama serta tidak adanya diskriminasi. Dalam 

General Recommendations (GR) 35 disebutkan bahwa setiap negara membutuhkan regulasi 

atau kebijakan hukum yang sesuai dalam menangani permasalahan kekerasan dan 

diskriminasi yang dialami oleh perempuan, termasuk perempuan yang bekerja di industri 

seks itu sendiri. Adanya perlakuan yang adil akan memegang peranan yang sangat penting 

dalam memberikan perlindungan hukum yang setara.  

b. Hak atas kebebasan dari kekerasan (freedom from violence) 

Pekerja seks perempuan sangat rentan mengalami kekerasan diantaranya seperti 

perlakuan yang dapat merugikan secara fisik, verbal, psikologis, ekonomi, pemerasan, 

bahkan perampasan. Oleh sebab itu, GR 35 No. 19 menyatakan bahwa diperlukannya 

perlindungan hukum yang setara. Selain itu, negara juga mesti mencabut regulasi atau 

kebijakan yang dapat mengkriminalisasi pekerja seks perempuan (OHCHR, 2017). 

c. Hak atas ketenagakerjaan (right to work and equality in work and working 

conditions) 

Article 11 dari CEDAW memuat bahwa perempuan memiliki hak ketenagakerjaan, 

perempuan memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, memiliki hak atas tatanan sosial, 

serta hak atas kesehatan maupun perlindungan keselamatan selama menjalani pekerjaannya. 

Dalam hal ini, pekerja seks perempuan mengalami hambatan dalam memenuhi hak 

ketenagakerjaan yaitu perlakuan diskriminatif serta praktek kerja yang eksploitatif. Maka 

dari itu, perempuan yang bekerja dalam industri seks seperti rumah bordil (brothel) memiliki 

hak untuk jaminan upah, jaminan sosial, dan tunjangan (OHCHR, 1981). 
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Pelaksanaan CEDAW sebagai instrumen hukum internasional yang memperkuat, 

mengikat, dan menyelesaikan permasalahan HAM di sebuah negara dilakukan dengan cara 

menetapkan ratifikasi melalui UU (IWRAW AP, 2017). Oleh sebab itu, Jerman 

mengimplementasikan CEDAW dalam kerangka hak pekerja seks dengan memberlakukan 

UU Prostitusi atau The Prostitution Act untuk para pekerja seks perempuan, pelanggan, serta 

pemilik rumah bordil atau tempat memperdagangkan seks di seluruh penjuru Jerman. Dalam 

hal ini, Jerman melakukan pelarangan dan penuntutan terhadap mucikari yang melakukan 

eksploitasi, prostitusi secara paksa, pelecehan seksual hingga perdagangan manusia bagi 

yang melanggar. Namun, pada 1 Juli 2017 Jerman memberlakukan UU baru yaitu UU 

Perlindungan Prostitusi atau The New Prostitute Protection Act (BMFSFJ, n.d). Hal tersebut 

menjadikan isu ini menarik untuk diteliti lebih mendalam guna mengetahui bagaimana 

implementasi CEDAW dalam melindungi hak-hak pekerja seks perempuan di Jerman. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan, maka penulis memformulasikan rumusan 

masalah yakni, “Bagaimana implementasi Convention on The Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW) dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks 

Perempuan di Jerman?”.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memberikan penjelasan terkait 

bentuk implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan di Jerman. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis membagi manfaat penelitian ke dalam dua jenis 

manfaat yaitu, antara lain: 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

guna: 

a. Menambah khazanah ilmiah yang mampu memberikan kontribusi dalam 

pemikiran terkait sejarah. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang bentuk implementasi Convention 

on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 

dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan di Jerman. 

c. Adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan cakrawala 

baik bagi penulis maupun pembaca. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Dapat menjadi masukan untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional 

ataupun masyarakat umum untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai 

Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW) dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Seks Perempuan 

di Jerman. 

b. Memenuhi dan menambah koleksi atas penelitian ilmiah di perpustakaan 

Universitas Sriwijaya. 

c. Melengkapi mata kuliah Skripsi sebagai salah satu syarat lulus dari jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. 
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